
i
' Ana

1

"

ot
me

ic it
oa ; :

wae
. .

we
er

BUPATI KUANTAN SINGING!

PROVINSE RIAU
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGING!

HOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSLAL KETENAGAKERJAAN

—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGL,

Menimbang : 6. bahwe dalam rangksa optimalisasi penyelenggaraan

Program jaminan Ketenogakezjaan pada setiap pekerja
Feng berade di Daerah Kabupaten Kuantan Singing
untuk pemenuhaq dak atas kebutuhan dasar hidupnya,
Pelu untuk mengoptinalkan cakupan kepesertaan

pekerja yang berada di Dacrah Kabupaten Kuantan

Singing dalam program jaminan sosial ketenapakerjaan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasa] 3 Undang-Undang

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pembangiunean

kelenagakerjaan perlu disclenggarakan melahyl asae

kéterpeadvan dengan meéigud keordingst fungsional lintaa
gektorad pusat dan daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurula, dan huruf b, perly meenctapkan
Peraturan Bupat tentang Penyeleoggarann Program
Jatiunan Sosteal Ketenagakerjaan;

=

Menpings: : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Uodang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahu 1945;

2. Undang-Undeng Nomor $3 Tahun 1999 tentang
Pembeotukan Rebupaten Pelalawan, Kabupaten Rokano

Rulu, Kabupaten Karimun, Kamuipaten Matuna,

Kabupaten Kuantan Singing dan Kota Batam jLexbaran
Negara Republik Indonesia Tahun i499 Nomor,
Tambeban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



4902), sebaguimana telah diubah terakhir dengan

Underg-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang

Perubahan Ketige atas Undeng-Undang Nomor 43 Tahun

1999 Pembentukan Kabupaten Pelalnwen, Kabupaten

Roken Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Sink,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Neatuna, Kabupaten

Kuantan Singing: dan Kota Batam {Lembearan Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambaher

Lenmbaran Negara Republik indonesia Nomor 4880}:

Undong-Undang Nemor 13 Tahun 2004 tentang

Hetenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomer 39, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penctapan Peraturan Penggantl Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Innonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lemberan

Negara Republik Indoncaia Nomor 6856);

Undang-Undang Nemor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional (hembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 7004 Nomor 150, Tambahan Lembaran

Negara Fepublik Indonesia Nomor $156) schagaimeana

telah diabah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor

KevuanganiLembaran Negara Republik Indonesia Tahun

20723 Nomor 4, Tambshan Lembaran Megara Republik

Indonesia Nomor 6845);

Undang-Undang Womor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Penundang- Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5234) schagaimana telah diubah beberape kali,
dan Wrakhir dengan Undang-Undang Nomor £9 Tahun

2022 tentang Perubsahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Porataran

Perundang- Undanggan (Lembaran Negara Republik

W
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9,

Indonesia Tahun 2022 Nomor 144, Tambahan Lembaran

Hegers Reputiik fnideneaia Nomor 6601);

Undang-Undong Nome: 24 Tahun 2011 lenlang Baden

Penyelenggarea Jeminan Sosial (iLembaran Negara

Republik lodonesio Tohun 2011 Nomor 116) aebagaimana
telah diubakh beberopo koli terakdir dengan Undeng-

Undang Nomeér 6 Talun 2023 tentang Penstapen
Peratucan Pemerntan Penggand UndeongUndang Nomer

2 Taian’ 2022 tentang Ciptu Kerja menjadi Undang-
Undeng (Lemberan Negara Republlk Indonesis Tahun
2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncaia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tenlang
Pomennionan Daerah jLembaran Wegara Republik
Induotsia Tahun 2014 Momor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587}, sebagsimane
telah dinban beberapa kali terakhir dengan Undang-
Wadeang Nemor & Tahun 2025 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-lndang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang |Lembearan Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Momor 86 Tahun 2013 tentang
Talia Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada
Peroberi Kerja 3elain Fenyelenggaca Negara dan Penerims
Bantuan Turan dalam Penyelengeara Jaminan Social
(Lembaran Wegara Republik Indonesia Nemor 238,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5481);
Peraturan Pemerintah Nomer 44 Tahun 2015 toritang
Penyelenggaraan Program Jeminan Kecelaknan Kerja dan
Jaminan fematian [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2035 Momor 184, Tombahan Léembaran Megara
Republik Indonesia Nomer 8714) Boungnimana telah
diubah dengan Peraiuran Pemerintah Nemor 42 Tahun
2019 tintang Ferubahen Atua Peraturan Pesterintah

6.

a.



Momor 44 Tatuin 2015 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Kercelakann Kerja dan Jaminan Kematiat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2915 Nemor

241, Tambatan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6427);
10, Petaturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang

Penyelengparaan Program Jaminan Pensiun {Lembaran

Megara Republik Indonesia Tahun 2076 Nomor 155,
Tambahon Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

SF 15);
;

LL. Peraturan Pemerintah Momeor 46 Tahun 2015 tentang
Penyelengearaan Program Jaminan Heri Tua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Momor 156,

Tambahan Lembaran Negara Noraor 5716| sebagaimana
tetah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun O15 tentang Perubahan Alas Peraturan

Pemecrintah Nomor 46 Tain 27015 tentang

Pepyelenggaraan Program Jaminan Harl Tua {[Lemberan

Negara Republik ladenesia Tahun 2016 Momor 187,

Tarobahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

oT ao};
12. Peraturan Pemerintah Nomor i# Tahun 2016 tentang

Perangkat Gacrah (Lembaran Negara Repoblik Indonesia

Tabun 2016 Momor 114, Tamtbahao Lembaran Negara

Republik Indonesia Bomor S887) sebagaimeana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubshan ataa Peraturan Pamerotah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negura Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

187, Tambahan Leoibaran Negara Republik Indonesia

Nowor GrHs2);

13, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2519 tentang

Pengtlolaan Kevangan Daerah (|Lemberan Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nemer 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322};



14. Peraturan Femerintai: Momor 37 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Kelilangan Pekerjean

(.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021] Nomor

47, Tambsahan Lembaran Negara Republik Lidonesia

Nomer 6649);
15. Peraturan Presiden Nemor 109 Tahun 2014 Tentang

16.

17.

16.

19.

20.

ai.

Penahapan Kepesexstaan Jaminan Seaal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Huium Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomar 2036]

gebapaitnana telah diubah dengan Peraturan Menitezi

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang FPerubahan

Ateas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor BO Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukuo Daerah

Berita Negara Republik Indenceia Tahun 2018 Nomor

197];
Feraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 77 Tahun 2020

ientang Pedoman Teknis Pengelalaan Kewangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomer

1781);
Peraturan Menteri Ketenegakerjaan Nomeor 5 Tahuo 2021

tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jardinan

Kecelakaarn Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari

Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Neggor 247);
Peraburan Menteri Keuangan Nomor 215 Tatuo 2021

tentang Pengyunaan, Femantauan, dan Evaluasi Dana

Bagi Hasil Cukai Hail Tembakau;

Pecaturan Menteri Keaangan Nomor 216 Tahun 2021

tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana

Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana

Reboisasi:
Feraturan Menteri Kewangan Nomer $i Tahun 2023

tentang Pengelolaan Dana Bagl Hosil Perkebunan Sawit

{Berita Negara Republik Indancsia Tahun 2923 Nomor

F115):

tang



MEMUTUSKAN:

Menetapkan; PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN

PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN,

BAB |

EEFENFUAH UMUM

Pasall
Dalam Peraturan Bupa ini yeng dimeksud dengan:

2
2.

Daerah adalak Kabupaten Kuantan Singing.
Bupat adaiah Bopat) Kuantan Singingi.
Penmenntah Daerah adalah Bupati dan Perangial Deeran sebagai unsur

penyelengeaca Pemerintah Daerah yangmemimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yangmenjadi kewenangan dacrah olonotn.

Badan Percvelenggara Jaminan Social Ketenagakerjaan yang selanjutnys
digingkat BPS Ketenagakerjaan adalah Headaa Publik yang
berada di bawah can bertanggungewab kepada Presiden yang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Memor 24 Tainin 2011 tentang Badan

Penyelenggadé Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program
JaTuinan Kecelaksan Kerja, Jaminan Harl Tia, Jaminan Kematian,
Jacinian Pensiun, dan Jaminan Kehilangen Pekerjasn.
Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminen Sosial Ketenagakerjaan
yang selanjuinya disebut Kantor Cabang BPS Ketenagakerjaan adalah
Kantor cabang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kuantan Singing.
Jaminan Sostal adalah saiah satu Dentuk perlindungan sosial untak
menjamin seluruh rakyat agar dapatmemenuhi dasar hidup yang layak,
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang
beriei program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian,
Jaminan Heri Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan
Pekezjaan.
Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjuinya disingkat JKK adalah
manfaat berupa uang tunai dan/atal pelayanan kesehatan yar.
diberlkan pada saatPeserta mengalam Kecclakean Kerja atau nenyakit
yang disebabkan oleh Hngkungan kerja.
Jaminan Kemation yang selanjutnya disingket JKM adalah manfaat
Vang buna! yang diberikan kepada ahli waris ketita Peserta Mmeninggal
dunia bukan akibat Kecclakaan Kerja.

a.

7.

2.



10.

11,

12.

15.

14.

1a.

16.

17.

16.

Jaminan Heri Tua yang selanjutnys disingkeat JHT adalah manfaat nang

tunal yang dibayarkan ackaligus pada saat Pesezia memaauld sie

pensiun, meninggal dunia, ata mengalami Catat Total Tetap.

Jaminan Pensiun yang selanjutnys disingket JP adateh jaminan sosial

yeng bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layeak

bagi peserta danfataw ahi warisnya dengan membenikan pengasilan

setclah peserta memasuki usia pensitio, mengalami cacat total tetap,

alau meningga! dunia.

Jaminon Kehilangan Pakerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah

jaminas cosial yang diberikan kepada PekerjafBuruh yang mengalaci

Pemutuaan Hubungan Kerja berupa manfat uang tunal, skecs

informeas! pesar kerja, dan Pelstihan Kerja.

Penyclengearaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Keabupelen

Kuantan Singing! adalah penyelenggaraan program dan kegintean yang

menjadi lingkup kewenangan penitrintah daerah, dalam rangka

terlakaananya peningkatan kepesertaan program jaminan sosial

ketenagakerjann dan’ menjamin seturuh tenaga kerja agar dapat

memenubi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Pemberi Kerja adalah perecorangan, pongusaia atau badan-badan

Jainnya, lerobaga tingpi negara, lembaga negara atau bade lainnya,

tenmasuk pemeriniah deaa yang mempekerjakan tenaga kerja atau

pegawai pemerintah non-pegawal negeri, pejabat negara non-aparatur

sipil negara dan pegowai non-aparatur sip” negara dengan membayar

gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

Jaga Konstruksi adalah layanen jase konsultasi perencanaan Pekerjaan

Konatruksi, layanan jasa pelakaanaan Pekerjaan Honstruksi, dan

layanan konsuitas! pengawasan Pekerjaan Konetrukal.

Penyedia Jasa Konstrukei adalah orang perscorangan atau badan yang

keglatan usahanya meoyediakan layanan Jasa Konatrukai.

Fekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebaglan rangkaian

kegiatan pada proyek perencanuan dar/ata pelakeanaan beserta

pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sip, mekanikal,

clekotkal, dan tata lingkunganmasing- maring beacrta kelengkapannya,
untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
Peserta adalah setiap orang, orang easing yang bekerja paling
singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telahmembayar juan,



1%. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan mencrima Upah atau

iitbalan dalan hentok lain,
20. iuran adalah sejumtah uang yang dibayar secara terabar oleh Peserta

dan/atey Pember Kerja.
21. Upah adalah hek Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk

uang scbagal imbalan dari Pemberi Kerja kepada Peketja yang

ditetapkan dan dibayar menurut suatu peranjian keya, kesepaketan,

atau peraluran perundsrig-undangan, termaguk tunfangan bagi Fekera

dan keluarganya ata suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau

akan dilaitukan.

Pekerja Renan adalah s¢etlap orang yang bekerja dengan upah atau

penghasiian dan koncdist kerja di baweb standar, menmilikd pekerjaan
tidal: stabil, dan memiliki Tingkat kes¢jahteraan rendah.

29. Program Ferlindungan Pekerja ‘Rentan adalah pembayaran furan

kepegertean jaminan sosial ketenagakenjaan Peer Bukan Penenma

Upeah di Dacrah yang diblayai oleh Anggeran Pendapatan dan Belanja

Bacrah, Donasi danfatau sumber anggaran lain yang sah dan tidak

menpiket
Tim Keordinasi Pembinean adalah Tim yang terdin dari unaur Perangeat
Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagekerjaan untuk menjelankan

tugas Pembinaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada

Kabupaten.
Bantuan iuran adalah pomberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah

Kabupaten Kuantan Singingl kepada organisasi keagamoen dengen

Lujuan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sosial

keapamnaes.
46. Universal Coverage wtamunerl Sesial Ketenagakerjaan (UGJ) oerupakan

cakupao perlindungan jaminan sosial kelenagakerjaan bagi seluruh

pekerja formal den informal yang terdaftar sebagai peserta dan meouliki

piaes pelayanan maniaal yang adil dan sama.

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Bupati ini-adalah untuk mewujudkan

kepastian hukum dan pedoman dalam pornytlengparaan program Jaminan

Souial Ketenagakerjaan di Daerah.

a4,
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Pagal 3

Tujwan pembentukan Peraturan Bupati ini adalah wnruk:

a. optimalisasl cakupoan kepeacriaan progtum Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan;
b. penjaminan selurzh tenaga kerja ager dapat memenwhi kebutuhan doar

hidup yang layak" dan

c. dalam rangka meningkatkan kescjahteraan peerja dan sebagai langkah

ptnanganan kemiskinan ¢kalrem.

BAB II

PROGRAM DAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bapian Resatu

Progran

Pasal 4

(1) Propreun Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:

a JK;
Bb. JKM;
c JHT;
a JP; dan
e. JKP.

(2) Program Jaminan Sosial Keteragakerjaan acbagaimana dimakeud pada

ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

(3) Pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan diakukanBes Ui
vetenian ptraiuran perundang-undangaz.

Bagian Kedua

Repesertaan

Pasal 5

(1) Setiap pemberi kerja dan pekerjo wajibmenjadi peserta program Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan.

(2) Kategori peserta program Jaminan Sosial Ketenagukerjaan terdin atas:

a. Peserta penerima Upeh:

b, Peserta hukan penerina Upah;

¢. Pekerja Jaca Konstruksi;
d. Pekerja Migran Indonesia; dan

Pekerja Sogial Keagamaan.

r a



Pagal 6

(1) Pekenia yang bekerja pada Pemberi Kerja schaysimaria dimoknud pada

Pasel S ayat (2) hurufs adaloh acbayai bertkut:

a. Dejabal negara nen-aparatur sip! tee@ara;

b. aparatur desa;
badan pemmuslavaratan desa;

d. lembage adai desa,
®. lembaga kemasyarakatan:
f. pekozja pada perusahaan swasta dan badon usaha millk darrah;

g. pekerfa pada orang perscorangan;
h. orang asing yang b¢kerja di indonesia paling singkat 6 [enum] bulan;
i pekega dalam masa percobaan;

j. komisaris dan direksi badan usaha yang menerima upeh; dan

k. pengawae dan pengunis badan usaha yang oieasrioia upeh.

iz) Perlindungart Jaminan Social Keteragakerjann bagi pekerja sebagsimena
dimeksud pada ayat (1) menjadi kewajiban lembaga negara dan pemilik
hadan usaha selaku pemberi kega.

8) Tara cara perlindungan jaminan sosial ketenagakeraan bagi pekerja

itbagaimana dimaksud pada ayaet (1) dilaksanaitan sceauai ketentuan

peratirean peruodane- wndangan,

Pasal 7

fi) Peserta bitkan penerioa Upah sebagainiana dimakeud pada Pasal & ayat

(2) incruf b adalah pekerja yane perorungan yang melakuk:n kepgiatan

useha secara mandin wntuk mempereeh penghasilan dari kegtatan

usahanya, meliputl:
a. pemberi kerja, yakni pemegang saham atau penulik modal dan

POrstorangan yang meéempckedakan pekerja dan tidak menerima

upah;
b. pekerja dwar hubungan kerja atau pekejemandir;

nekeria magang, sigwea kerja praktck, pesorta pongemberngen

pndidikan/pelatinan/persiapon atau kegiatin mingt dan bakat,
aiau narapidana dalam prosce onimilasi yong dipakorakan peda

Peoberd kerja;
Program Ferlindungon Pekerjn Renan; cle
pekera yang Lidak termasruk dalam hurufo, b,c dand yong bukan

Murerinta uipah.

de
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(2 Perlindungan Jeminan Sosial Kelenagakerjaan begl pekerja eebagsimana
dimekaud pada ayat {1] menjadi pertanggungan masing-masing individu.

(3) Tata cara perlindungan jaminan gosial ketenagakerjuan bagi pekerja

stbagaimeans dimaksud pada ayat (1) dilaksanakean sesusi ketettoean

pPeralyran pergidang- undangan.

Pagal 8

(1) Pekerja Sektor Jasa Konstrukel scbagaimana dimaksud dalam Pasal $

ayat (2) hurufc adalah setiap pekerja yang bergerak dibidang eeha pasa

konstruksi, termasuk pekerja barian Iepas, borongan, musiman dan

Pekerie PerjanjianWaktu Tertenth.

(2) Perlinctangas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sekbor jaza
konstruksi arbagaimana dimaksud pada ayat (1) meryadi kewajiben

penyedia jasa sebagai pemibert kerja.

(3) Penyedia jaca selaku pember kerja sebagammana dimaksud pada ayat {2}

wajih mondafarkas proyek jase konstrukei dalam perlinidungan Jarinan
Sosial Ketenagakerjaan paling lambat 14 (empat belas| bari kerja setelah

sural perinteh bers diterbithan,

(4) Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjazn bagi pekerja

sebaparmana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sequai ketentiuar

Porahiinan porUniane- weutangan.

. Pagal 9

(1} Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimakeud dalam Pasal 5 ayat (2)
hun!d terdiri atas=

a. talon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migean Indonesia yang

ditempatian oleh Pelakeana Perempatan; daa

b. calon Pekerja Migran indonesia atau Fekerja Migran Indonesia

Permeorangan.

(2) Perlindungean Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja aehagaimana
dimakeud pada ayat (1) menjadi pertangungan masing-masing individu.

(3) Tata cara perivungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekera
stbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sequal) ketentan

peratyran perundang uneclangan.

)

|



BAB III

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL

(1) Pemerinteah Daerah wajib berperan dalam peiakeanaen Jami

KETENAGARERJAAN

Bagian Kesato Gini

Pasa] 10

nen Sosial

Ketenagakerjaan di Daerah dengan tysan untuk:

a. memberikan perlindungan jaminan Fosial ketenagakerjaan bagi

b.

seluruh pekerja baik pencri:ma upah, buken penerima upah, pekerja

jaza konstruksi, dan pekerja migran Indonesia;

weagawesl pelalsanaan pelayanan jaminan sosinl ketenogalierj aan

yang optimal kepada sehiruh peierja;

& mencegah kemiskinan baru di magyarakal pekeqs; dan

ad mewujudkan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

(Cd) i Gaerak,al

(2) Peran Pemetintah Deerah dalam mencapai tujuan sebagaimana

dimaksud pada ayat {]) dipdankan dengan upaya s¢bagai benkit:

a. meényusun, menelapkag den mengevaluasi reguias! Jaminen Sasial

Be

ce

.
g.

h,

Xetenagakerjaan di tingkat daerah sccara berkala;

menyustit perencanaent perlindungan jaminan sosial ketenlagakejean

bag] mitza kerja dan ienaga kerja binean masing-masing perangkal

dacran dalam setlap program / Eepiatan;

mengalokasikan anggaran untuk mendukung Pelaksanaan Jaminarn

Sosial Ketenagakerjaan dart APBD;

péningkatan dan perluasan calkaypan kepesertaan program Janlinan

Sosial Ketenagakerjaan;

pemutakhiran dan konsolidas! data kepesertaen pragram paca

tinghat Kabupaten;
oordinaal dengan pera pemangku kepeotingan terkait;

mengevaluas) pelakyanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
eecara berkala; dan

pebinaandan pengawasan pelaksanaan regulasi Jaminan Sosiel

Ketenagakerjaan kepada pemberi kexja/badan usaha/swasta/bisns/indatri.
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Bagian Keéue

Peran Pemerintet Dacrak Dalam Perlindungen Jaminan Sceial

Ketenagakerjaan Hogi Pekerja Peneriia Upah Yang Bekerja Pada

Penyelenggnra Negara

Paral ii
(2) Pemeriniah Daerah memastikan eeluroh pekera penerima upah yang

bekerja pada penyelanggara hegare Lerma terlindungi jaminan sosial

ketenagakenaan.

{2} Pemerniniah Daerah menyrdiakan data valid berbasis NIK untuk seluruh

pekerje yeng bekerja pada penyclengesra negara sebagaimana dinaksud

pada Pasal & ayat {]].
3) Remerintah Daerah melaporian pendaftaran sesual data scbegaimana

dimakeud pada ayat (2) dalam program janinan kecelakaan kerja,

jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jamingn pensiun, scare

bertahap kepada BPIS,Ketenagakesjaan.

{4} Pertangguingan petiindungen jaminan sosial ketenagakerjaan bagi

ecluruh pekena perittima upah yang bekerja pada penyeleanggara negara

dibetlankan pada anggafan pemerintah daerah yang bersumber pada

APAD Provinsi/ Kabupaten/Kota, APBDesa, maupun sumber pendanaan

lainnya yang Bah.

(5) Perlindungan jaminan sosia] ketenagakerjaan bagi s¢luruh pekerja

penorina upeh yang bekerja pada penyelenggars negara dilaksanakan

2ebuci kelsntuan peraiiran perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sostel

Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah Yang Sekerja Selain Pada

Penyelenggarea Negara

’ Pagal 123

(1) Pemeriniah Gaerah memastikan ecluruh pekerja penerima upah yang

bekerja pada selain penyelenggera negara terlindung! jaminan aoaial

ketenagakerjaat,

(2) Pemerintah Daerah menyusun mekanisme pengojuen petizinan badan

vieaha, dengan bukti perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

pemberi kerja dan tenuga kerja penerima upsh selain pada penyeleoggora

negara acbagai salah aah porayaraten,

vA
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(3) Pemerintah Daerah melalui dinaw yang membidangi ketenagakerjaan

melakukan pembinaan dan -pengawasan l[¢rheadap pelakeanaan

pertindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, pada pemberl kerja /
badan usaha yangmempekerjakan pekerja penerima upah sebagamana

dimeaksud dalam Pasal 7 ayat [1).

(4) Perlindungen jaminan sosial ketenagakerjaan hagi pekerja penerima

upah yang bekerja pada selain penyelengeara negara dilaknanakan sesiuai

keteniuan peraturan peruindang-undangan.

Bagian Keempal

Soran Pemerintah Dactah Dalam Perlindungan Jarinan Sasial
Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Prnerima Upah

Pasal 13

(Ll) Pemerintah Daerah memastikan setiap Pekerja Gukan Penenma Upah

sebagaimana dimakeud dalam pasal «yal {1} mendapatkana

peclindungan Program Jaminan Hecelakaun Kerja dan Program Jaminar

Kematian, eerta dapat mengikcuti Program Jaminan Hart Tua.

{2} Dalam hal memastizan perlindungan jaminan sosial kebnagakejaan

sebagaimana dimaksud pada ayal (1), Pemerintah Dacrat melahsi

organisasi perangkat daerah terkait momfasilitaai ptlaksanaan

perlindungan jaminan sosiol Ketenagakerjaan kepada eelurah Pekerja

Buken Penerima Upah.
|

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sosialicaal

accara clektif den efisien, duiungan date yang valid, penanggungan

beban iveran petlindungan, atau pengawasan langeting melalui

organisasi perangkat daerah terkall yang membina Pekerja Buran

Penerima Upahmasing-masing.

{4} Perlinctungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi sclunah pekerja bukan

penerima upah yang bekerja peda selain penyelenggara negara

dilakaanakan scovial ketecntuan peratures: perndang-undangan.

nm

Pasal 14

f1) Untuk kategori pekerja terientu sebagaimans dimaksud dalam pasal 8

ayat (1) huruf b dan d, Pemeriniah Daerah dapat melakukan percepatan

perluasan cakupan perlindungan Jaminan Sosied Keteriagakerjaan dalam
bentuk giimulus bartuen iran.

{2} Stimulus iucan sebagaimana dimsaksiud pada ayat [1], dapat béecnimber
dari APBD Provinsi/Kabupsten/Kota, APDesa, kontribusi badan usaha

4 #4
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/
/ dalam bentuk

Corporate Social Responsibitity/Tanggung Jawab Soztal

Perusahaan (CSR / TJSL|, dan/alau sumber lainnya yang sah.

(3) Percepaian perluasan cakupan perlindungan jaminan aosial

ketenagakerjaan sebagaimana dimakeud pada ayat (1} dan (2)

dilaksanakan sesuai ketenbuan peratiran perundang-undangen.

Hogian Kelima

Peran Pemerintah Dacralt Dalam Perlindungan Jaminoen Sosial

Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Seklor Jasa Honstruicsi

Pagal 15

(1) Pemerintah Daerah mewajibkan penyedia ass kanstruksi wntuk

memberixan perlindungan Jaminat sogial Ketenagakerjaan bagi séelurih

tenaga kerja pada proyex yang ditaksanakan

(z] Program Jaminan Sosial Ke

ayat (1) adalah program jaminan kecelakean kerja dan Jaminan kematiat.

(GG) Dalam hai memastikan perlindungan bagi geluruh tenaga kerja

scthagaimana dirtakeud peda ayat {1}, Pemerintah Daerah melalui

organisasi perangial daerah yang menpangani wruear pemerintaban di

bidang pekerjaao dan perumahan rakyat

leimis untuk mempersyaratkan bukti pétlingungan Jaminan Sasial

tetenagalerjaan sebngat salah sat persyaratean dalam dokurmer

pekerjaan konetruksi.

(4) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada pekerja selttor jase

konatrukei dilakeanokan sestial ketentuan peraturan penundang-

te
di

menyisun mekanisme

undangaf.

Bagian Keenain

Peran Femerintah Datrab Dalam Perlindungan Juminan Sosjal

Ketenagakerjagn Bagi PekevjeMigran Indonesia

Pasal 16

(i) Penyedia jasa yang mctaksanakan proyek konstrukst yang beraumber

pade pendanaan 4wasta wajib menduftarkan proyek yang dilaksanakan

pada BPUS Ketenagakerjaan.

(2) Peodaftaran perlindungan Jaminan Sosial Ketenagekerjaan pada proyek
konébrikel yang Dersumber pada pendanaan evita dilakaanalican eesual

ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal iv
(1) Pemerintah Daernh memiasilitasi penyampelan informasi mengenal

tcknia penyaluran pekerjamigran accara prosedural.

(2}Pemerintah Deerah memastikan setiap Pekerja Migran indonesia

sehagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) sudah terlindungt oleh

Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Mematian

sebcium melaksanakan lugas.

Pasol 13

(1) Bupali selaku Pemegang Kekuasaan

muemberikan bantuan iuran sctiap toh

Ketenagakerjaan kepada Pekerja Renta.

[2} Hantuan iuran kepada Pekerja Rentan diberikan dengan

Pergelolaan
D

wahwk Jamun Sosial

acbagad bertkue:

a. wa Pekerja di antare [7 bam

b. berkedudukan dalam wilayah adminisirasi Pemerintah Kabu

¢ao

c. belummendapetkan perlindungan jaminan
sopial ketenagaker[aare

Program Perlindungan Pekega Feotan

ikan kepada penduduk

syarat-eyarat

pai dengan 65 Tabun saat didaftarkan;
paten;

(3) Bantuan iwran roelalui

sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dapat diber

yang aktilhekeja secara berkclanjputan.,

BAB I¥

PROGRAM PERLINDUNGAN PEKERIA RENTAN

Pasal 19

(1) Bupa menyelenggarakan program perlindungan Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan a Dacrah, oeliputi:

a. Pekerja yangmenjadi mitra atau binaan Perangkat Daerah;

b. icnaga relawan, pekerja padat karye, peleku olahraga, pelaku seni,

chart

c, Pekerja Rentan lainnya yang berpenghasilan rendah,

(1) Benrak program perlindungan gebapaimeia dimaksud pada syat (1),

berupa pendafiaran dan bantvan furan kepesertaan.

(2] Fenetapan pencrima , bantuan iran bagi pekerja renian perly

mempertimbadghan kerentaneit terkeit geoder, usia dan/atau kondisi

digabilitas pekezjanya.

(3) Pemberian program perlindungan sebageimans dimekeud pada ayat (2)

dijakeanaken sesual kemampuan ketiangan Daerah Kabupaten,



(+} Program perlinturigen sebagaimana dimaksud pada ayet (2)
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait,

(5) Pemberlan program perlindungan sebaguimana dimakeud pada ayat [2],
dilakeaniakan berdagarkan pemutakhiran data alas! yang disediakan

Perangkat Daerah yang melaksanakan unisan pemeriniahan bidang

tenaga Kerja,
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cata mengenai pemberian program

perlindunget sebogaimona dimakewd pada ayat {2) ditetapkan dengan

keputusan Gupati dan dilaksanakan scsuai dengan ketentbuan peraturan

perundang-iridangan.

BAU ¥

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Keaana

Fembinaan

Pasal 20

(1) Pembinaan penyelenggaraan jaroinan sosial ketenagakerjaan di Daerah

dilakukan eecara lerpadu olch dinas yang membideng keicnagakerjaan,

aeluh organises: perangkat dacrab terkait, dan BPIS Ketenagakerjaan.

{2} Keterpaduan unsur perangkal deerah dan BPJS Ketenapeakejsan

dilakuken dalam bentuk koordinasi.

(9) Koordinasi pembinaan pada lingkat Dacrah sthagaimana dimakesud pada

ayat (2) dilakcukan oleh Tim Koordinasi Pembinaan yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Bupa.
{4} Pembentukan, uraian tugaa dan susunan keanggotaan Tim Koordinazi

Pembinaan lerdici dar] unsur Dinas Tenaga Kerja Kabupaicn, Seharah

peringkat dacmak terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan dengan

Keputusan Bupat.

Bagian Kedua,

Pengawedan

Pasal 21

(1) Hasil laporan pengawasan terhadap Pekerja yang bekerja pada Pemberi

Kerja Selain Penyefenggara Negara sebagaimana dimakeud dalam Pasal

1] disompaikan kepada Tim Keordinasi Pembinaag setiap 3 (Higa) bulary

sekall.

(Tin. Koordinasi Pembinaan melakukan jangkab-langkah kebijakan

optimaltesal jaminan sosial ketenagaker]aar.

“Fe
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(3) Tim Koordinaai
Pembinaan melaparken kebijakan optimalisasi jaminen

sosial tenaga kerja kepada Bupati setiap 6 fenam} bulan sckall atau
sewakta-wakty apabila dibutupican untuk menjadi bahen pertimbangan
dalath penyusunan kebijakan penytlenggarsan jaminen yo#lal

ketenagakerjaan di Daerah,

BAB VI
PENDANAAH

Pasal 22

Pendanasn Penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakeraao di
Daerah bersumber dart:
a. ADgzaran pendapatan dan belanja dacmh Kabupaten: dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan

Perundang- Undangan.

BAB. Vil
SANKS AGMINISTRATIF

Pasa 26

(1] Setiap pember kerja dan/atau pekerja yang melangpar ketentuan Pasal
6 ayat [2], akan dikenakan sanksi adminisirasi sesuaj dengan ketentuen
perundang- undangan,

{Z] Santol administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meHputi:
a Leguran tertulig;
& denda: danjfatau
c. tidak mendapatkan peloyanan publik lertentu.

(3) Sanks! tidak mendapatkan pelayanan publik tertenm kepada Pemberi
Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurife, roelipurti:
4. Porignan terkait usaha;
tb. izin yang diperluken dalam mengikuti tender Proyeck;
c iin mempekerjakan tenaga keyja aging:
d. tin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
e. persctujvan bangunan pedung,

{4] Tata cara ptngenaan panks! adminigtrati( dilaksanakan seauaj dengen
ketenbuan pars tunan perundang-undangan.
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BAS Vill
KETENTUAN PENUTUP

. Pasal 29
Peraturan Bupati ini sulai berlaicn puda tanggal diundangkan.

Agar sellap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati inf dengan penempatannys dalam Berita Daerah Kabupaten Kuanter

THNBINgL.

CHtetapkan di Teluk Kuantan

pada tanggal © Mei 2024

(%
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yaa
BUPATI KUANTAN SINGINGL,

yO "(iay es
yw K.:'SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan 43 Teluk Kusotes

pada tanggal @# Mei 2024

Pj). SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

H. FAKDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGING] TAHUN 2024 MOMOR tq


